PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATASTARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang : a

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa mengingat beberapa Daerah Provins sudah menetapkan Peraturan
Daerah yang mengenakan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBB-KB) di atas 5 %, Pemerintah perlu menyesuaikan tarif PBB-KB
dengan alokas subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam rangka stabilisasi
harga bahan bakar kendaraan bermotor yang disubsidi oleh Pemerintah;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah dapat
mengubah tarif PBB-KB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
dengan Peraturan Presiden;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang
perlu mengatur Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Tarif Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 194 ;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 07 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2


http://www.djpp.depkumham.go.id

M enetapkan:

Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 049);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
167);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan
Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1
(1) Dalam rangka stabilisasi harga bahan bakar kendaraan bermotor

sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribus Daerah, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBB-KB) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah diubah
menjadi sebesar 5% (lima persen).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk bahan

bakar kendaraan bermotor yang disubsidi oleh Pemerintah.

Pasal 2
Peraturan Daerah yang mengatur tarif PBB-KB yang diterbitkan setelah

Peraturan Presiden ini ditetapkan, wajib didasarkan kepada Peraturan Presiden

ini.
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Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 15 September 2012, dan mempunyai daya laku surut sejak
tanggal 7 September 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR.H. SUSILOBAMBANG YUDHOYONO
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